. Péradilan "~ “Administrasi Negara
sebenamya ‘sudah’ muncul se;ak tahun 1948,
dengan ~dikeluarkannya konsep ranmngan
Peradilan Tata Usaha Negara olehy Prof Dr,
Wlirpono Prod;odikoro dan  Susanto Tmo-
prodjo, namun karena situasi pada saat itu
belum memungkinkan Akhirnya tetap sebagai
konsep.

Keinginan politkk itu kemudian  divlang
kembali dalam TAP MPRS Nomor 1l Tahun
1560 vang memerintahkan Mandataris untuk
membentuk  Peradilan  Administrasi, namun
usaha it tidak berhasil. Keinginan itu dicoba
kembali diwujudkan sekitar Tabun 1970,
Akhirnya eksistensi dari lembaga tersebut baru
terlegalisic pada Tahun 1986 tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, walaupun penerapan/
operasionalnya baru terlaksana pada Tahun
1991, dengan dikeluarkannya Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1990 tentang pembentukan
Pengadilan Tata Usaha Negara.

Eksistensi lembaga peradilan ini seharus-

nya terdapat di setiap Kabupaten dan

Kotamadya pada tingkat Pengadilan Tata
setiap
pada

Ibukota
ungkal

Usaha Negarz, dan di
Propinsi/Daerah ngkat |

ruxbﬁ‘dﬁﬁ’ﬂ“"ﬁﬁggi did d
Jakanta, Surabaya dan i};ung Pandang) dan 16
(enam belas) Pengadilan Tata Usaha Negara
(Medan, Padang, Palembang, Tanjung Karang,
Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar,
Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, Manado,
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Ujung *Pandang, Ambon - dan .Ja}{a{fi Pura).

Dengan didukung oleh kurang' lebih 120
(seratus dua puluh) orang Hakim dibanding
dengan Peradilan Umum yang memﬂnks sekitar
3000 (tiga_ribu) sampai, 4(}00 (ernpat ribu)
orang Hakim, maka jumlah.] Hakam Pengadllan
Tata Usaha Negata masih kurang. .,

. Sepexti di. berbagai- negara .dx.d_u__ma ini,
apapun: . namanya : (Tribunal - . Administratif,
Administratief Rechtbank, Administratif Court,
Verwaltungs = Gericht) fungsi lembaga ini
adalah sama, yaitu mengawasi jalannya
pemerintahan yang benar dari segi Yuridis.
Melalui gugatan-gugatan  yang diajukan oleh
rakyat maupun masyarakat terhadap jalannya
pemerintaban yang secara hukum, hukum
kewenangin  pelaksanaannya  dilaksanakan
oleh aparatur maupun pejabat pusat dan
daerah.

Perbandingan yang terdapat jika diban-
dingkan dengan negara lain adalah bahwa
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia
hanyalah berwenang untuk menguji dan
mengkaji bentuk-bentuk tindakan pemeriniah
yang bersifat tertulis, kokrit, individual dan
final.

Ciri-ciri/persyaratan tersebut di atas, masih
dibatasi lagi, khususnya yang masuk dalam
kategori:

bt TS 4 I Bl
fE-it-) haakig lgaia

R ke
merupakan perbuatan hukum Perdata;

b. Keputusan Taiz Usaha Negara yang me-
rupakan pengaturan vang bersifat umum;

¢. Keputusan Tata Uszha Negara vang

j'dllb

memerlukan persetujuan;




di atas, tetapi jika dikeluarkan: .

a.::Dalam waktu::perang, keadaan . bahaya

..'.--kezdaan bencana alam; :ataupun. keadaan
. --1uar biasa. yang membahayakan;:berdasar-

okan peraturan peruadang undangan yang-

=rberlakuy: :
b. Dalam: keadaan menciesak untuk kepen—

tingan umum  berdasarkan:speraturan
wisperundang-undangan yang-berlaku-(pasal
::2:49 Undang-undang Nomor 5Tahun 1986);

= Walaupun-~dengan: kewenangan = yang

terbatas lembaga Peradilan ‘Tata Usaha‘Negara
ini: telah - dapat * berfungsi .sebagai lembaga
Yudikatif...yang - melaksanakan . : pengawasan
secara yuridis terhadap jalannya Pemerintahan.
Dengan . batas . dan -/ persyaratan-persyaratan
tertentu, srakyat.-dan- masyarakat -juga:telah
diberikan -kewenangdn . untuk--ménilai -dan
mengawasz jalaninya :pemerintahani’: ;

-Di dalam~mengajukan :gupatan terhadap
pemerlntah :terdapat’ - batasan-batasan:-.dan
persyaratan—persyaramn vang: harys dnpenuhn
antara:lain adalab:. s

- Gugatan dapa! d:a;ukan hanya daiam

V-.~.'-'Dem1k1an ]uga -.:hai:hai yang: menyangkut“.
keputusan-keputuan: dengan kategori tersebut

2 Keputusan Tata Usaha Negara yang
digugat. itu ber{entangan dengan . per-
“eir; aluran; perundang—undangan :yang ber;

pacia waknj mengeEuarkAn kepntusan
‘tersebut “telah menggunakan wewe-

pada wakiu: mengeiuarkari keplitusan
sebagaimana. dimaksud: dalam ayat (1)
telab - mempertimbangkan semua "'ke-

.pentingan :vyang' ‘tersangkut: :dengan
v keputusan -itu v dan+ - samipai.i pada
~pengembalian. . keputusan: -« tersebut,

i (pasal - 53 ayat (2 Undang—undang
Lo Nomors Tahun-19806); :

DI isamping i alasan ..tersebut. kdt atas
pengkajian jalannya pemerintahanzdapat-juga
diddsarkan .atas asas-asas:umum: pelaksanaan
pemerintahan yang baik yang dapat dikalakan
merupakan -hukum sadat: yvang: ladak tertulxs.

-dalam b:dang tata: pemenmahaa

JI Tantangandearapan SIS

Tentu:saja dalam rangka: pelaksanaan tugas
lembaga:ini -dalam:+- kenyataannya - masih
banyak :yang .dihadapi, -di mana. kendala-
kendala tesebut antara lain:
a.wAnggaran.-belanja yang: terbatas untuk

membangun gedung gedung besetta isi-

E}Ya; it
b. Jumlah: dan sumber daya manusia. yang
- ~-terbatas-dalam kualitas dan kuantitasnya;
c.+ Persepsi. yang: sangat keliru “darj -masya-

rakal danpejabat pemerintah. terhadap

- eksistensi dari:lembaga ini;

-+ Kenyataannya ~di -lapangan : penhai ‘apa
yang :telah ‘kami ‘kemukakan di atas, :terurai
dengan ilustrasi sebagai berikut: - :
adi A :Masih «terbatasnya :jumiah Pengadilan

- ~Tata Usaha Negara-dan Pengadilan - Tinggi

~TIEngEEnE Wakin T 90 (SEmbian  pulahy hdr
.- terhitung - sejak -saat - - diterimanya . atau
.+:diumumkannya . Keputusan. - Badan - -atau
Pejabat Tata Usaha- Negara (pasal-. 55
s Undang~undang ‘Nomor:5:Tahun-1980);
- ‘Gugatan hanya dapat diajukan atas-dasar;-

.o ata- Usaha:Negara. Kalau jumlah-tersebut
.harus:i~disesuaikan - dengan - keharusan
seperti yang tertera dalam undang-undang,

- maka :biaya/anggaran belania yang harus
diketuarlan ~untuk:-- membangun:: rumah
~-dinas; menyedizkan -peralatan-kantor-dan

81

'_;:jnangnyajumuk Eu;uan yang! tidak sesuai~




sarana-sarana penun;ang adm:ms&rasa seria
mob:lxtasnya si
ad. B.-Sumber. daya manusia- terutama para

adalah para:Sarjana Hukum yang menaruh
“minat: pada” Hukum:Administrasi - Publik,
~+dan - ilmu =tersebut baru ‘tumbuh dan
--'berkembang -sekitar akhir tahun 11960 dan
“vawal 1ahuni1970; jauh ‘daripada  ilmu-itmu
" hukum lainaya ‘seperti- Hukum :Perdata,

"*tual: yang: mempunyai “latar pendidikan
-:Z.-;Sax;ana Hukum anasihosedikit. yang
- ~berminat sebagai Pegawai Negeri; apalagi
imenjadi ‘Hakinm:Taa Usaha Negam karena
-~ gaji-yang belum memadai dan keengganan
-untulsditempatkan odi - daerah - terpencil.
erbaik < dan

- Perguruan: +Tinggi~ yang

: berminat pada- bidang /ini, ‘tapi kemudian
~uxditarik untuk berk:prah daiam sektor

wiswasta. :
ad C. Eksxstensn dar:pada Perad:ian Tata
Usaha Negara ‘sampai ‘sekarang +ini’ masih
terasa adanya persepsi yang salah dari
masyarakat vang:-kadang-kadang:-‘meng-
~zanggap::babwa:lembaga - ini :dapat: ‘ine-

~nampung segala-keluhan; pengaduan mau-

-'pun-gugatan yang ‘digjukan dan ditujukan
kepada aparat pemerintah, padabal kewe-
:manggns:lembagas ini:hanyamengkaji
“keputusan-keputusan: yang: : dikefuarkan
oleh pemerintah dengan batasan-batasan
rtertentu; seperti-yang telah disebutkan di
atas, sehingga ‘wajar apabila masih terdapat
~adanyd  ketidakpuasan  terhadap :lembaga
+ini:Demikian ‘juga -dari pihak biroksasi
masih terasa. -adanya - kekurangpahaman
-atau “salah- persepsi ‘terhadap- eksistensi
lembaga Peradilan - Tata ~Usaha. ‘Negara;
yang menganggap - lembagaini ' sebagai

- penghalang atau -penghambat ‘pelaksanaan
- pembangunan, ‘perongrong - kewibawaan

: dan masyarakat :tu sendm
kum Dagang, Hukumn Pidana yang telah |

+# lama’ berkembang ‘Kaunr pemudaintelek- |

lembaga Peradilan -Tata Usaha Negara ini di.

Indonesia ‘~dapat - berfungsi - dan'-men"" pai
: harapan sebagaimana mestinya.::
Hakim yang bertugas pada lembaga ini |

= :{Untuk mewujudkan hal inifent sa harus

; ditempuh dalam kurun waktu yang: panjang,
' seperti yang-juga dialami oléh lembag yang:
- sama - di negara lain. Kondisi-ini ‘hanya dapat

tercapai - bila: terdapat “:kemauvan . politik
pemerintah untuk mencapaiiturdan: dukungan

Iil. Relevansinya dengan Hakhak Asasi
Manusia
~Dari: uraian yang dxpaparkan dx 4
dapat dikemukakan,: bahwa: ekstste_r_;s_i'::_..Per-
adilan- Tata Usaha Negara tidak terlepas dari
pengejawantahan  terlaksananya® demokrasi.

B * Dan, terlaksananya demokrasi berkaitanierat
Ada suatu keceriderungan bahwa-lulusan |

dengan’ peiaksanaan darlpada hak ‘asasi
manusia.

* Dengan ° gugatan—gutatan yang - dlajukan
maka: “rakyat atau < masyarakat s ediberikan
kesempatan+ untuk “ikul  mengawasi ‘peme-
rintahan, “dengan’ jalan - mengawasi: apakah
keputusan-keputusan yang dikeluarkan--oleh
para-:pejabat :itu telah sesuai -atau s tldaknya
menurut -hukum, - '
wMemang -~ terasa pada” pelaksanaannya
datam’ praktek, terutama - pada -permulaan
beroperasinya lembaga peradilan ini;+di :mana
terasa® bahwa -rakyat -atau “masyarakat: ‘telah
banyak ° berharap. ' Banyak - rakyat:<atau
masyarakat  menduga -bahwa semua “hal-hal
yang “tidak “berkenan’ ‘dari *aparatur ¢ peme-
riniahan dapat diajukan ke muka peradilan-ini,
banyak “rakyat atau masyarakat yang kecewa
terhadap: keterbatasan - kewenangan -lembaga
ini. Kemudian . karena -keterbatasan “jumiah
lembaga: ini -yvang  belum - merata’s keber-
adaannya . di ‘tanah - air.: Akibat -dari pada
kurangnya sumber daya ‘manusia yang -pro-
fesional terutame para Hakimnya, menyebab-
kan ‘masih “banyak rakyat-atau -masyarakat

“ipemerintahy; -dan’ pengganggu - stabilitas
“:kesatuan “dan persatuan nas:onal dan
' gebagainya. :

~vDengan makin cerdasnya mky“a& “dan
masyarakat ;serta “pemeriniah  yang semakin
dewasa, maka diharapkan bahwa eksistensi
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belum “tersentuh oleh lembaga ‘ind. Banyak di
antara rakyat atau masyarakat sampai ‘sekarang
belum mendapatkan  hak. asasmya dalam
memperoleh keadilan, "~

Langkanya Hakim maupun Sar;ana Hukum
yang berminat untuk memilih: Peradilan- Tata




 dalam. me_.r_:;alar_lkan tugas;
“Dan lainfain. -~
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